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Jazakillah Khairan Katsiran 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu 
 
 
















      Freedom of information is a fundamental human right, information from 
Government are considered difficult to reach public. Issues raised in this paper is 
how policy of freedom information in Jepara and how performance archive 
district office to implement freedom information to public. 
 
      By using the method of socio legal research note that archive district office in 
Jepara not ready yet to implement freedom information like regulated in the Act 
Number 14 of 2008 concerning freedom of information, make studying about 
freedom information in manage of the implementation at archive district office. 
 
      Local Government Policy Jepara regency in implementing public disclosure of 
archives relating to the conduct of Jepara is to set and legislate Jepara District 
Regulation No. 2 of 2015 in the Implementation of Archives . This regulation 
forms the legal basis for the Office of the Regional Archive in particular and for 
the regional work units in general in providing services to applicants filing public 
information . 
 
   Local regulations can be directly operational in determining the archive that is 
accessible to the general public and the archives to which access is closed to the 
public . Office of the Regional Archive and other regional work units can 
determine the open archives and archives closed to the public by basing on the 
norms set out in the Regional Regulation No. 2 of 2015 on the Implementation of 
Archives and ultimately to the public archival service organized by the Office of 
Archives the area can be done well . 
 
 














      Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang mendasar, 
namun sangat sulit menjangkau informasi publik dari pemerintah. Permasalahan 
yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan keterbukaan 
informasi publik di Jepara dan bagaimana kinerja kantor arsip daerah dalam 
melaksanakan keterbukaan informasi publik. 
 
      Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis diketahui bahwa 
kantor arsip daerah belum siap menyelenggarakan keterbukaan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik , maka perlu diteliti mengenai keterbukaan 
informasi publik dalam penyelenggaraan kearsipan di kantor arsip daerah. 
 
            Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara dalam 
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik  yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jepara adalah dengan menetapkan dan 
mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Kantor 
Arsip Daerah pada khususnya dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 
umumnya dalam memberikan pelayanan kearsipan kepada pemohon informasi 
publik.  
 
      Peraturan Daerah ini dapat langsung operasional dalam menentukan arsip 
yang boleh diakses oleh masyarakat umum dan arsip yang aksesnya tertutup untuk 
umum. Kantor Arsip Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dapat 
menentukan arsip yang terbuka dan arsip yang tertutup untuk umum dengan 
mendasarkan pada norma-norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga pada akhirnya 
pelayanan kearsipan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip 




(Kata kunci : arsip, kinerja, keterbukaan informasi, kebijakan) 
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